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ABSTRAK 

Nama  :  PUTRI ADE NORVITA SARI  

NIM  :  02101001076 

Judul Skripsi   :  PELAKSANAAN PERANAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK 

INDONESIA DAERAH (KPAID) PALEMBANG DALAM 

MELINDUNGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL 

BERDASARKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2002 

 

Anak merupakan generasi penerus bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut, maka 

perlakuan terhadap anak dan upaya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan 

dan diskriminasi sangat diperlukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan 

baik. Terkait dengan kekerasan, akhir-akhir ini seringkali terjadi kasus kekerasan 

yang menimpa anak-anak khususnya kekerasan seksual. Berdasarkan data kasus yang 

diterima oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota 

Palembang, di Kota Palembang kasus kekerasan seksual pada anak meningkat setiap 

tahunnya. KPAID sendiri merupakan bentuk perpanjangan tangan dari Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI dan KPAID dibentuk dalam rangka 

meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap anak. Terkait dengan hal tersebut, 

dalam skripsi ini akan membahas sejauh mana pelaksanaan peranan KPAID Kota 

Palembang dalam melindungi anak korban kekerasan seksual tersebut dan hambatan-

hambatan yang ditemui oleh KPAID Kota Palembang dalam menjalankan tugas dan 

peranannya.  

Kata Kunci : Peranan, Pelaksanaan Peranan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

(KPAI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID), 

Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual. 

 

 

 

 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan 

bangsa bergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan 

dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah 

kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat 

menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. 
1
 

Anak sebagai pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun 

dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya sendiri, 

ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam 

membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan, dan 

perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan 

oleh anak di dalam perkembangannya. 
2
 

Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya 

sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang 

dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-

hak anak.  

                                                             
1
 Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan 

Pidana Anak), (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm. 11. 
2 Didalam Naskah Akademis RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dikutip oleh 

Nasir Djamil. Ibid. hlm. 12. 



 

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah 

menggariskan bahwa “... setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, 

dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi...”. 
3
 Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh 

konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak 

merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam 

kenyataan sehari-hari.  

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak secara umum dikatakan, ―... anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan 

Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat 

harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi....” 

Dilihat dari segi sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan 

bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh sebab itulah kewajiban dan 

tanggung jawab dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara 

untuk memberikan perlindungan secara penuh terhadap anak agar hak-hak dasar 

anak tersebut tidak dilanggar.
4
  

Hakikatnya perlindungan hukum bagi anak, dapat diartikan sebagai upaya 

perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak 

(fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang 

                                                             
3 Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945.  
4 Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri,  Hukum Perlindungan Anak 

dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 105.  



 

berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi 

anak mencakup lingkup yang sangat luas. 
5
 

Berangkat dari pembatasan diatas, maka lingkup perlindungan hukum bagi 

anak mencakup : (1) perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) perlindungan 

terhadap hak asasi anak; dan (3) perlindungan hukum terhadap semua kepentingan 

anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.
6
 

Konsekuensi dari lingkup perlindungan hukum bagi anak sebagaimana yang 

dimaksud di atas adalah, bahwa semua kebijakan legislatif (produk perundang-

undangan) yang berkaitan dengan anak harus bermuara pada penegakan kebebasan 

anak, penegakan hak asasi anak, dan terwujudnya kesejahteraan anak.
7
 Oleh sebab 

itulah tentunya untuk mewujudkan kesejahteraan anak secara optimal tidak hanya 

diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaannya tetapi 

juga dibutuhkan dukungan dari lembaga terkait. 

Senyatanya ada berbagai undang-undang yang hanya mengatur hal-hal 

tertentu mengenai anak tetapi belum secara khusus mengatur keseluruhan aspek 

yang berkaitan dengan perlindungan anak, sebagai contoh Undang-Undang Nomor 

39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan hak anak, 

pelaksanaan kewajiban, dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, 

                                                             
5
 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan 

Hukum Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 153.  
6 Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, (Bandung : Mandar Maju, 2009), hlm.4.  
7 Ibid.   



 

pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak secara 

penuh, akan tetapi pada kenyataannya undang-undang tersebut belum bisa 

mengoptimalkan perlindungan terhadap anak . 

Hal itu terlihat dari berita di media elektronik maupun media massa yang 

mengangkat kasus kekerasan yang terjadi pada anak, baik kekerasan fisik maupun 

psikis, bahkan akhir-akhir ini yang paling sering terjadi adalah kasus kekerasan 

seksual terhadap anak.  

Masalah kekerasan seksual sendiri di Indonesia, khususnya yang akhir-akhir 

ini paling sering terjadi terhadap anak, tentunya perlu mendapatkan perhatian lebih 

intensif dan serius lagi. Hal ini mengingat, terdapat kecenderungan bahwa korban 

anak seringkali terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem 

peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang 

cukup berdasarkan hukum.
8
  

Tentunya dengan alasan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan 

Yang Maha Esa yang juga merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus 

cita-cita bangsa, oleh sebab itulah maka ia perlu mendapat kesempatan yang 

seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.  Diterbitkannya 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan tujuan 

agar hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta terbebas dari 

                                                             
8 Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi, (Bandung: P.T. Alumni, 2009), 

hlm.1. 



 

segala bentuk kekerasan dan diskriminasi tersebut dapat terpenuhi secara optimal 

demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan 

sejahtera. 
9
 

Perlindungan anak hakikatnya berasaskan pada Pancasila dan UUD 1945 serta 

prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak, yang meliputi : (1) Non diskriminasi; (2) 

kepentingan yang terbaik bagi anak; (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan 

perkembangan; dan (4) penghargaan terhadap pendapat anak. 
10

 

Asas kepentingan terbaik bagi anak dan asas untuk hidup dimaksudkan bahwa 

suatu tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, 

masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, haruslah menjadi pertimbangan 

utama, dan hak-hak dasar anak wajib dilindungi oleh negara, pemerintah, 

masyarakat, keluarga, dan orang tua,
11

 artinya negara, pemerintah, masyarakat, 

keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap 

penyelenggaraan perlindungan anak .
12

 

                                                             
9 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2002 No.109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

No.4235.  
10 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2002 No.109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

No.4235. 
11 Waluyadi. Op.cit. hlm. 16. 
12

 Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2002 No.109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

No.4235.  

 



 

Pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, dibentuklah suatu lembaga yang bersifat Independen yaitu Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia atau yang selanjutnya disingkat dengan KPAI. KPAI 

sendiri lahir sebagai implementasi dari adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas 

penyelenggaraan perlindungan anak selain itu juga adanya Keputusan Presiden 

Nomor 77 tahun 2003 yang menjadi dasar hukum pembentukan lembaga KPAI ini.  

KPAI sebagai suatu lembaga yang bersifat independen, artinya dalam 

menjalankan tugas-tugasnya KPAI tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun dan 

darimanapun serta kepentingan apapun, kecuali satu, yaitu ―Demi Kepentingan 

Terbaik bagi Anak‖.
13

 

Berbicara mengenai tugas, wewenang, dan fungsi, hakikatnya KPAI bertugas 

dalam hal
14

: 

a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan 

informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, 

pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

perlindungan anak; 
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 Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) tahun 1989.  
14 Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2002 No.109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden 

dalam rangka perlindungan anak.  

 

Pada kasus anak korban kekerasan seksual apabila dikaitkan dengan tugas, 

wewenang dan fungsi dari KPAI, hal itu tentunya dapat terlihat dari alasan 

dibentuknya lembaga KPAI itu sendiri yang mana dalam rangka meningkatkan 

penyelenggaraan perlindungan terhadap anak, yang mana dalam hal ini 

perlindungan tersebut terkait dengan tumbuh, kembang anak terutama terbebas 

dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Tentunya letak keterkaitan antara 

tugas dari KPAI tersebut dengan kasus anak korban kekerasan seksual yakni KPAI 

tersebut berupaya untuk melakukan perlindungan secara melembaga terhadap anak 

agar anak-anak terbebas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, terutama 

dalam hal ini adalah kekerasan seksual. 

Selanjutnya untuk daerah juga terdapat lembaga KPAI, atau yang dikenal 

dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID), yang 

pembentukannya juga berdasarkan amanat undang-undang
15

, yang menyatakan “... 

bahwa dipandang perlu dalam menunjang pelaksanaan tugasnya, Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia dapat membentuk Perwakilan Daerah...”, artinya di 

setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat membentuk Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID).  
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Indonesia. 



 

Hakikatnya pembentukan KPAID sendiri bukan merupakan suatu kewajiban 

ataupun keharusan, tetapi lebih kepada kebutuhan pada daerah masing-masing. 

Karena itu KPAID merupakan refleksi dari kedudukan dan tugas dari KPAI itu 

sendiri.
16

 

Kata perwakilan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 9 ayat (1) 

Keppres No. 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia tersebut 

bukan hanya merupakan perwakilan lembaga pusat dan daerah, tetapi merupakan 

aspirasi dan prakarsa masyarakat daerah demi kepentingan terbaik bagi anak, 

sesuai dengan jiwa dan semangat UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. 

Hubungan kerja antara KPAI dan KPAID bukan bersifat hierarkis, tetapi bersifat 

koordinatif fungsional. Dengan demikian independensi KPAID tetap terjamin 

sejalan dengan visi, misi, dan strategi KPAID .  

Tentunya dari penjelasan diatas juga yang melatarbelakangi dibentuknya 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Palembang. Di Provinsi 

Sumatera Selatan sendiri, angka kriminalitas terkait dengan anak menjadi korban 

dari kekerasan seksual mengalami peningkatan setiap tahunnya.
17

  

Mengacu pada salah satu tugas KPAID, data kasus kekerasan terhadap anak 

dalam periode Januari-Desember 2010, untuk kasus kekerasan seksual itu sendiri 
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 Ibid. 
17Berita harian Sriwijaya Post, Kekerasan Seksual Anak Meningkat, 2011, 
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jumlah kasus nya ada 5 kasus dengan persentase 16% dari total kasus kekerasan 

pada anak yakni 31 kasus dengan total persentase 100%.
18

 

Pada tahun 2011, kasus kekerasan seksual pada anak tersebut mengalami 

peningkatan yakni dengan jumlah kasus 21 kasus. Selanjutnya pada tahun 2012, 

kasus kekerasan seksual pada anak jumlahnya yakni 54 kasus. Pada tahun 2013, 

kasus kekerasan seksual tersebut meningkat kembali dengan jumlah kasus yakni 

79 kasus.
19

 

Dari data yang dihimpun oleh pihak KPAID Palembang diatas dapat dilihat, 

bahwa masih banyak hak-hak dasar anak yang dilanggar dan tidak terpenuhi 

secara maksimal. KPAID sendiri sebagai bentuk perpanjangan tangan dari KPAI 

Pusat tentunya memiliki andil terhadap kasus kekerasan tersebut, karena 

hakikatnya pembentukan lembaga KPAI dan KPAID itu sendiri diharapkan dapat 

memberikan peningkatan terhadap upaya penyelenggaran perlindungan terhadap 

anak artinya agar dengan adanya lembaga KPAID tersebut dapat menurunkan atau 

minimal mencegah agar supaya tindakan-tindakan kekerasan itu tidak sampai 

dialami oleh anak-anak dan juga  agar anak mendapatkan perlindungan yang lebih 

terutama dalam hal terbebas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan.  
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 Berdasarkan data Kegiatan Laporan Pengaduan dan Pemantauan Komisi Perlindungan 
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KPAID Kota Palembang, Bapak Adi Sangadi, SH., pada tanggal 15 Januari 2014 pukul 13.00 WIB.  
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Makin maraknya kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi khususnya 

di Kota Palembang tentunya haruslah mendapatkan perhatian yang sangat penting, 

mulai dari pemerintah, lembaga-lembaga terkait, termasuk juga yakni lembaga 

KPAID Kota Palembang itu sendiri dikarenakan menyangkut tugas dan kinerja 

KPAID dalam hal memberikan perlindungan pada anak terutama perlindungan 

dari segala kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-

Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Maraknya kasus kekerasan seksual pada anak ini pula menunjukkan seolah-

olah baik pemerintah maupun lembaga KPAID itu sendiri yang ditunjuk untuk itu 

belum bisa mengkoordinir secara keseluruhan dan mengatasi masalah-masalah 

yang timbul di masyarakat tersebut.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengkaji lebih jauh mengenai 

―PELAKSANAAN PERANAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK 

INDONESIA DAERAH (KPAID) PALEMBANG DALAM MELINDUNGI 

ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UU NOMOR 23 

TAHUN 2002‖ 

B. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini maka terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan peranan KPAID Palembang dalam melindungi anak 

yang menjadi korban kekerasan seksual? 



 

2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPAID Palembang dalam 

melakukan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Dalam penelitian itu bertujuan untuk mendapatkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pelaksanaan peranan KPAID 

Palembang dalam melindungi anak yang menjadi korban kekerasan seksual; 

2. Untuk menganalisa persoalan ataupun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh 

KPAID Palembang dalam melakukan perlindungan terhadap anak korban 

kekerasan seksual. 

 

D. Manfaat  

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

kepada pengetahuan hukum yang lebih baik mengenai pelaksanaan peranan  

KPAID Palembang dalam melindungi anak korban kekerasan seksual 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

atau sumbangan pemikiran bagi kalangan praktisi hukum maupun bagi 

masyarakat Indonesia agar lebih memahami peranan KPAID Palembang 

dalam melakukan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. 

 

 



 

E. Kerangka Teori  

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori 

mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem), yang menjadi bahan 

perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.
20

 

Pada kerangka teori ini, peneliti membuat beberapa ruang lingkup 

pembahasan terhadap bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian: 

1. Teori Perlindungan Hukum terhadap Anak 

Menurut Arif Gosita, SH., dikatakan bahwa: 

―Hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak 

tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak 

dan kewajibannya.
21

 

Sedangkan menurut Bismar Siregar, SH., menyebutkan bahwa: 

―Aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak 

anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara 

hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.
22

 

Adapun teori utama yang dipergunakan dalam penelitian ini terkait dengan 

perlindungan hukum terhadap anak adalah mengacu kepada teori kedaulatan 
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negara (Staats-Souvereiniteit)
23

 yang dikemukakan oleh Jean Bodin dan George 

Jellinek, yang mana menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi ada 

pada negara, negara mengatur dan melindungi kehidupan anggota 

masyarakatnya. Negara yang berdaulat melindungi kehidupan anggota 

masyarakatnya terutama anggota masyarakat yang lemah. Hakikatnya anak juga 

menjadi tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan 

kehidupannya. 

Disamping teori utama yang dipergunakan sebagai alat analisis penelitian 

ini, juga akan didukung beberapa teori lain sebagai teori pendukung yaitu 

adalah teori keadilan
24

, merupakan teori menganalisis dan menjelaskan tentang 

hak mengasuh, merawat, memelihara, dan mewujudkan perlindungan hak-hak 

anak. Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. 

Hakikat pembangunan nasional adalah membangun manusia seutuhnya. 

Melindungi anak adalah melindungi manusia yaitu untuk membangun manusia 

seutuhnya.  

Teori pengayoman dapat juga menjadi teori pendukung lainnya. Hukum 

melindungi manusia secara aktif dan pasif. Secara aktif, dengan memberikan 

perlindungan yang meliputi berbagai usaha untuk menciptakan keharmonisan 

dalam masyarakat dan mendorong  manusia untuk melakukan hal-hal yang 
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manusiawi. Melindungi secara pasif adalah memberikan perlindungan dalam 

berbagai kebutuhan, menjaga ketertiban dan keamanan, taat hukum dan 

peraturan sehingga manusia yang diayomi dapat hidup damai dan tentram.
25

 

2. Teori Peranan  

Peranan (role) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan seseorang 

secara melembaga, baik posisi dalam organisasi maupun dalam sikap negara. 

Setiap orang yang menduduki posisi itu, diharapkan berperilaku sesuai dengan 

sifat posisi itu.
26

 

Hakikatnya dalam teori peran, perilaku individu harus dipahami dan 

dimaknai dalam konteks sosial. Disamping itu, teori peranan juga menegaskan 

bahwa ―perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik‖. 

Teori ini berasumsi bahwa perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau 

harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh seorang aktor politik
27

 

dan peran-peran ini adalah komponen-komponen yang akan membentuk 

institusi atau dengan kata lain, institusi bisa didefinisikan sebagai serangkaian 

peran yang saling berkaitan, yang berfungsi mengorganisasikan dan 

mengkoordinasikan perilaku demi mencapai suatu tujuan.
28
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Hakikatnya teori peranan dapat dibedakan menjadi
29

 : 

1. Peranan ideal (ideal role) 

Peranan ideal disini dimaksudkan sebagai suatu peranan yang dicita-citakan 

masyarakat. 

2. Peranan seharusnya (expected role) 

Peranan yang seharusnya dimaksudkan sebagai suatu tugas ataupun 

kewajiban yang senyatanya dikonkritkan dalam suatu perundang-undangan. 

3. Peranan yang senyatanya (actual role) 

Peranan yang senyatanya dimaksudkan sebagai suatu peranan yang 

dilaksanakan atau merupakan peranan yang senyatanya dilaksanakan pada 

kenyataannya. 

4. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role) 

Peranan yang dianggap oleh diri sendiri disini dicontohkan yakni diskresi. 

 

Mengacu sebagaimana penjelasan teori peranan diatas, peneliti disini lebih 

memfokuskan pada peranan yang senyatanya yakni pelaksanaan peranan yang 

dilaksanakan secara nyata oleh KPAID Palembang tersebut terutama dalam hal 

melindungi anak korban kekerasan seksual. 
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3. Teori Pelaksanaan/Penegakan Hukum  

Hukum pada hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang 

merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. 

Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau 

dekorasi. Hukum harus ditaati, dipertahankan, dan ditegakkan. 

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai 

arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak 

pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Ketertiban dan ketenteraman hanya dapat 

diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Kalau tidak, maka 

peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak akan 

mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat.  

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah ataupun 

norma dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk 

menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian dan pergaulan 

hidup.
30

 

Mendasar pada penjelasan di atas, dapat di analisa bahwa hakikatnya 

penegakan hukum merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan 

merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi 
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terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan menerapkan 

sanksi-sanksi.  

Penegakan hukum semata-mata tidaklah berarti pelaksanaan perundang-

undangan, ataupun pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, tetapi masalah 

pokok penegakan hukum juga bergantung pada bagaimana hukum itu 

dijalankan atau ditegakkan oleh aparat-aparat penegak hukumnnya. 

Berbicara mengenai aparat penegak hukum tentunya hal ini sangat 

berkaitan dengan pelaksanaan peranan dari penegak hukum itu sendiri. 

Hakikatnya penegak hukum, yakni adalah pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. Penegak hukum terdiri dari: 

a. pihak-pihak yang menerapkan hukum, misalnya: kepolisian, kejaksaan, 

kehakiman, kepengacaraan, lembaga-lembaga berwenang, dan 

masyarakat; 

b. pihak-pihak yang membuat hukum, yaitu badan legislatif dan 

pemerintah.
31

 

 

Peranan penegak hukum sangat penting terutama dalam mengambil 

keputusan yang tidak hanya terkait pada hukum saja, tetapi penilaian pribadi 

juga memegang peranan. Mendasar pada teori pelaksanaan/penegakan hukum, 

maka hakikatnya dapat dianalisa bahwa hukum hanyalah aturan ataupun 

pedoman yang dijadikan dasar patokan bagi manusia dalam hal bagaimana cara 
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mereka berperilaku dan bertingkah laku di masyarakat, terutama dalam hal 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi dalam hal ini untuk membuat 

hukum tersebut efektif diberlakukan diperlukan faktor-faktor pendukung untuk 

menjalankan atau menegakkan hukum itu sendiri, sehingga hukum tersebut 

benar-benar bisa ditaati dan dijalankan tidak hanya sebagai sebuah ―peraturan 

tertulis‖ saja. Oleh sebab itu, diperlukan faktor pendukung seperti aparat 

penegak hukum untuk membuat hukum itu dijalankan, diterapkan, dan 

ditegakkan di tengah-tengah masyarakat. 

Berangkat dari penjelasan di atas, hakikatnya penegak hukum itu tidak 

hanya kepolisian, jaksa, maupun hakim saja, tetapi juga termasuk pula 

lembaga-lembaga yang dibentuk yang kewenangannya diatur dalam peraturan 

perundang-undangan salah satunya dalam hal ini lembaga KPAI dan KPAID.  

Mengacu pada penjelasan teori pelaksanaan/penegakan hukum inilah, 

peneliti disini juga mengkaji tentang bagaimana hukum itu atau dalam hal ini 

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur 

tentang peranan dan tugas KPAI dan KPAID dengan bagaimana ketika hukum 

tadi dijalankan atau ditegakkan yakni melalui pelaksanaan peranan dari KPAID 

Kota Palembang khususnya dalam melindungi anak korban kekerasan seksual 

terkait dengan kewenangannya sebagai salah satu penegak hukum yang concern 

terhadap masalah-masalah terkait dengan perlindungan anak.  

 

 



 

F. Metode Penelitian 

Penelitian pada dasarnya merupakan, ―suatu upaya pencarian‖ dan bukannya 

sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di 

tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu research, yang 

berasal dari kata re (kembali) dan to search (mencari), artinya secara logawiyah 

diartikan ―mencari kembali‖. Pada dasarnya sesuatu yang dicari itu tidak lain 

adalah ―pengetahuan‖ atau lebih tepatnya adalah ―pengetahuan yang benar‖.
32

 

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam 

terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan 

atau permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.
33

 

1. Tipe Penelitian  

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum sosiologis 

ataupun empiris yaitu hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara 

riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.
34

 Hakikatnya dalam 

penelitian hukum sosiologis ataupun empiris ini bertitik tolak dari data primer/ 
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dasar yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber 

pertama dengan melalu penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui 

pengamatan (observasi) maupun wawancara atau penyebaran kuesioner. 

 

2. Jenis dan Sumber data  

a. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
35

 : 

1) Data primer, adalah data yang diperoleh dari studi lapangan. 

2) Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan 

mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang 

berwujud laporan, dan sebagainya. 

 

b. Sumber data  

1) Data Primer  

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berupa pengamatan 

terkait kasus anak korban kekerasan seksual dan pengamatan mengenai 

pelaksanaan peranan KPAID Palembang dalam memberikan upaya 

perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual serta melakukan 

wawancara yang terstruktur yaitu dengan menggunakan daftar 

pertanyaan/kuesioner sebagai pedoman yang mana wawancara tersebut 
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dilakukan di KPAID Palembang dengan Ketua KPAID Palembang yakni 

Bapak Adi Sangadi, SH. 

Wawancara adalah
36

 situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika 

seseorang --yakni pewawancara—mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan 

masalah penelitian kepada seseorang responden.  

2) Data Sekunder  

Data hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan 

dokumen yang meliputi
37

: 

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan 

terdiri dari : 

1. Undang-Undang Dasar 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak; 

3. Keputusan Presiden No.77  tahun 2003 tentang Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia; 

4. Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan 

Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang  Hak-

Hak Anak)  dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. 
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b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-undang, hasil 

penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan 

sebagainya. 

c) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberi petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya 

kamus-kamus (hukum), indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar 

diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan 

permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus 

relevan dan muktahir. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka 

peneliti menggunakan 2 (dua) metode, yaitu : 

a. Data primer dikumpulkan dengan cara studi lapangan
38

 (field research), 

yaitu metode yang dipergunakan dengan melakukan pengamatan secara 

langsung ke lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 

yang terstruktur yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan/kuesioner 

sebagai pedoman. Dengan penentuan responden atau informan 

mengetahui dan menguasai permasalahan yang akan dibahas. Dimana 

responden merupakan Ketua dari KPAID Palembang yakni Bapak Adi 
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Sangadi, SH., yang memiliki wewenang, pengetahuan, dan pengalaman 

dalam menangani kasus anak yang menjadi korban kekerasan seksual. 

 

b. Data sekunder dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan
39

 (library 

research), yaitu metode penelitian yang menggunakan buku-buku 

perpustakaan, koran, literatur-literatur yang berhubungan dengan 

permasalahan skripsi ini. 

 

4. Lokasi Penelitian  

Lokasi Penelitian ini adalah Sumatera Selatan khususnya Kota 

Palembang. Hal ini dikarenakan KPAID Kota Palembang mempunyai data 

terkait dengan anak yang menjadi korban kekerasan seksual khususnya di Kota 

Palembang. 

 

5. Populasi dan Sampel  

Populasi adalah objek penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan 

mengumpulkan data, namun dalam kegiatan penelitian untuk menjangkau 

keseluruhan dari objek tersebut tidak mungkin dilakukan oleh sebab itulah 

untuk mengatasinya dipergunakan teknik sampling yaitu prosedur untuk 

mendapatkan dan mengumpulkan karakteristik yang berada dalam populasi 
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meskipun data itu tidak diambil secara keseluruhan melainkan hanya sebagian 

saja.
40

 

Penelitian ini populasinya adalah di Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

Daerah (KPAID) Palembang yang memiliki data yang lengkap terkait dengan 

anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Sedangkan penarikan sampel 

dengan menggunakan pendekatan Purposive Sampling. Pendekatan purposive  

sampling  maksudnya  adalah  menentukan  sampel  dengan  berbagai 

pertimbangan  atau  alasan
41

, yang mana dalam hal ini pengambilan sampel 

didasarkan atas pertimbangan bahwa adanya grafik kriminalitas yang tinggi 

terkait kekerasan seksual pada anak di Kota Palembang 

Teknik  pengambilan sampel yang dilakukan dengan pengambilan data di 

lapangan yaitu dengan memperoleh data terkait anak yang menjadi korban 

kekerasan seksual di KPAID Palembang yang diperoleh berdasarkan Data 

Kegiatan Laporan Pengaduan dan Pemantauan KPAID Kota Palembang yang 

disarikan dari hasil wawancara dengan Bapak Adi Sangadi, SH. 

 

6. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah melalui tahapan editing. Tahapan editing ini dilakukan oleh pencari data 
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(pewawancara), yang mana setelah pewawancara memperoleh data-data, maka 

berkas-berkas catatan informasi tersebut akan diolah. Pengolahan data tersebut 

yakni dengan meneliti kembali catatan pewawancara itu untuk mengetahui 

apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk 

keperluan proses berikutnya. Aktivitas ini lah yang dikenal dengan proses 

editing.
42

 

Lazimnya editing ini dilakukan terhadap kuesioner-kuesioner yang 

disusun terstruktur dan yang pengisiannya melalui wawancara formal. Dalam 

tahapan editing ini, yang dikoreksi kembali adalah meliputi hal-hal berikut
43

: 

1. lengkapnya pengisian kuesioner; 

2. keterbacaan tulisan atau data yang diperoleh dari responden 

3. kejelasan makna jawaban dari responden; 

4. kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya; 

5. relevansi jawaban; dan 

6. keseragaman satuan data. 

 

7. Analisis Data  

Penulisan skripsi ini menggunakan analisis secara kualitatif yaitu 

menganalisis data-data yang berupa keterangan-keterangan hasil wawancara 

dan bahan-bahan tertulis.
44
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Data-data yang dijabarkan berupa data primer yang diperoleh  dari hasil 

penelitian lapangan melalui wawancara dengan responden. Data hasil 

wawancara ini nantinya akan dianalisis, yakni dengan memperkaya informasi, 

mencari hubungan, membandingkan, dan menemukan pola atas dasar data 

aslinya. Misalnya ketika peneliti ingin mengetahui peranan KPAID Kota 

Palembang dalam melindungi anak korban kekerasan seksual, maka 

berdasarkan data wawancara tadi peneliti harus mampu menguraikan sejauh 

mana langkah-langkah atau upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPAID 

Kota Palembang dalam menjalankan tugas dan peranannya, serta sejauh apa 

hambatan yang dihadapinya dalam menjalankan tugas dan peranannya tersebut.  

serta data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.
45

 

 

8. Penarikan Kesimpulan  

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai 

dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas 

perumusan atau pertanyaan penelitian.
46

 Penarikan kesimpulan pada penelitian 

ini adalah deduktif induktif. Penarikan deduktif induktif disini menjelaskan 

bagaimana proses dari tahapan awal pencatatan pola-pola sistematis penelitian, 

pencatatan data-data wawancara yang telah diperoleh melalui responden. Hal 
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itu kemudian selanjutnya akan diverifikasi dengan temuan-temuan data 

selanjutnya dan akhirnya sampai pada suatu penarikan kesimpulan akhir yang 

merupakan bagian akhir dari penelitian penulis dalam menganalisis suatu 

masalah yang lebih spesifik dan tepat dengan teori-teori yang sesuai.
47
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